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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Setiap warga negara pasti memiliki keinginan untuk hidup di negara yang 

maju dan sejahtera. Namun, untuk mewujudkan keinginan tersebut tidak mudah 

dan membutuhkan pengeluaran negara yang besar. Semakin besar pengeluaran 

negara dalam pembiayaan negara, tentu akan menuntut penerimaan yang lebih 

besar pula. Maka dari itu, negara dalam hal ini pemerintah menciptakan berbagai 

kebijakan kenegaraan dalam upaya menyejahterakan warga negaranya. Salah 

satunya yaitu kebijakan mengenai perpajakan yang terus berkembang seiring 

dengan berkembangnya perekonomian Indonesia. Pajak sebagai penerimaan 

terbesar dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) memiliki peran 

penting dalam pemerataan pembangunan Indonesia. Berikut adalah tabel realisasi 

sementara APBN 2020. 

Tabel 1.1 

Realisasi Sementara APBN 2020 
 

Sumber: Laporan APBN KITA edisi Januari 2021, 2021 
 

 

1 
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Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat pada tahun 2020 tercatat realisasi 

sementara hingga Desember 2020 pendapatan negara sebesar Rp1.633,59 triliun 

(96,10% dari target APBN Perpres 72 tahun 2020). Adapun salah satu unsur dari 

pendapatan Negara tersebut adalah penerimaan perpajakan sebesar Rp1.282,77 

triliun (91,33% dari target APBN Perpres 72 tahun 2020). Hal ini dapat menjadi 

bukti bahwa penerimaan perpajakan masih menjadi penerimaan terbesar dalam 

APBN. 

Adapun jenis pajak yang menjadi penerimaan negara antara lain, Pajak 

Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan 

(PBB), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan lain-lain. 

Salah satu jenis pajak yang menjadi penerimaan negara adalah Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN). PPN merupakan pajak yang sangat melekat pada 

kegiatan sehari-hari, karena pajak ini dipungut tidak berdasarkan siapa yang 

dikenakan pajak (subyek/orang) melainkan apa yang dikenai pajak 

(obyek/barang). Adapun PPN atas pembelian barang atau jasa adalah 10% dari 

dasar pengenaan pajak (DPP) atau harga barang itu sendiri. Pemerintah dalam 

mengelola pajak menunjuk instansi pemerintah untuk melakukan pemungutan 

PPN, dan wajib dibayar pada saat PKP rekanan pemerintah menyerahkan Barang 

Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) kepada instansi pemerintah. 

Instansi pemerintah harus mengumpulkan, menyimpan, dan melaporkan PPN 

terutang. 

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) merupakan satuan kerja di 

bawah Kementerian Keuangan, yang memiliki tugas dalam mengelola dana 

pendidikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 

252/PMK.01/2011. Setelah disahkannya Keputuan Menteri Keuangan (KMK) 

Nomor 18/KMK.05/2012, LPDP ditetapkan sebagai lembaga berbentuk Badan 

Layanan Umum (BLU) pada 30 Januari 2012. Badan Layanan Umum merupakan 

instansi di lingkungan pemerintahan yang dibentuk untuk masyarakat sepenuhnya 

dalam pemberian layanan penyedia barang maupun jasa, yang hanya berfokus 

pada pelayanan dan tidak mengutamakan keuntungan. LPDP tidak hanya 

berperan sebagai pengelola dana pendidikan saja, melainkan juga sebagai instansi 
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pemerintah yang memiliki tugas dan wewenang dalam hal pemungutan, 

pemotongan, serta pelaporan pajak di Indonesia. 

Salah satu pajak yang dapat dipungut oleh LPDP adalah Pajak Pertambahan 

Nilai (PPN). Semua PPN atas transaksi pembelian dari Pengusaha Kena Pajak 

(PKP) meliputi Barang Kena Pajak (BKP) maupun Jasa Kena Pajak (PKP) oleh 

LPDP dipungut, disetor, hingga dilaporkan ke Kas Negara. Transaksi yang 

melibatkan PPN dalam 5 tahun di LPDP dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 1.2 

Jumlah Transaksi yang Melibatkan PPN di LPDP 
 

Tahun Jumlah Transaksi PPN Jumlah PPN 

2016 Rp 18.463.550.430 Rp 1.846.355.043 

2017 Rp 21.896.766.800 Rp 2.189.676.680 

2018 Rp 31.533.146.510 Rp 3.153.314.651 

2019 Rp 69.689.046.840 Rp 6.968.904.684 

2020 Rp 180.170.305.170 Rp 18.017.030.517 

Sumber: Data Diolah Penulis, 2021 

Berdasarkan Tabel 1.2, jumlah transaksi yang melibatkan PPN semakin 

meningkat dari tahun ke tahun. Tidak menutup kemungkinan bahwa dengan 

semakin besarnya organisasi LPDP, maka ke depannya transaksi yang melibatkan 

PPN akan semakin bertambah. Oleh sebab itu, perlu dipastikan bahwa setiap 

prosesnya telah dijalankan berdasarkan prosedur yang baik dan benar agar sesuai 

dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai proses pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN oleh LPDP yang 

bertindak sebagai instansi pemerintah dan memiliki wewenang untuk melakukan 

pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak ke Kas Negara. Maka dari itu, judul 

Laporan Tugas Akhir ini adalah “Tinjauan atas Prosedur Pemungutan, 



4 
 

 

 

Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh Lembaga 

Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)”. 

 
 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis dapat merumuskan masalah 

yaitu sebagai berikut: 

a. Bagaimana prosedur pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN Masa 

pada LPDP? 

b. Apa kendala dalam pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN Masa 

pada LPDP? 

c. Apa solusi yang dilakukan LPDP dalam menangani kendala tersebut? 

 

 
1.3 Tujuan Penulisan 

 

Tujuan dari Laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

a. Menjelaskan prosedur pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN 

pada LPDP. 

b. Menjelaskan kendala terjadi dalam pemungutan, penyetoran dan 

pelaporan PPN pada LPDP. 

c. Menjelaskan solusi yang dilakukan oleh LPDP dalam menangani 

kendala-kendala yang ada. 

 
 

1.4 Manfaat Penulisan 

 

Manfaat yang diharapkan dari Laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Sebagai media untuk melihat penerapan teori dari mata kuliah yang 

diterima, khususnya mata kuliah perpajakan, management, dan 

matematik. Dengan memperhatikan Prosedur Pemungutan, Penyetoran, 

dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh Lembaga Pengelola 

Dana Pendidikan (LPDP). 
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b. Sebagai bahan evaluasi bagi Lembaga Pengelola Dana Pendidikan 

(LPDP) dalam menetapkan dan melaksanakan prosedur pemungutan, 

penyetoran, dan pelaporan PPN. Dilanjutkan dengan memberikan saran 

dalam prosedur pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN Masa di 

masa yang akan datang. 

c. Sebagai sarana bagi PNJ khususnya jurusan Administrasi Niaga, untuk 

mengetahui kedalaman pemahaman mahasiswa mengenai teori yang 

telah diberikan dan diharapkan mendapat masukan untuk menyusun 

kurikulum berbasis kebutuhan industri. Laporan ini juga sebagai 

tambahan referensi di perpustakaan Politeknik Negeri Jakarta, serta 

sebagai pembanding untuk penelitian berikutnya. 

 
 

1.5 Metode Pengumpulan Data 

 

Dalam memperoleh data dan informasi yang diperlukan, penulis 

menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Observasi 

Penulis melakukan pengamatan untuk memperoleh data dan informasi 

dengan mencatat dan memahami data mengenai pemungutan, 

penyetoran, dan pelaporan PPN pada LPDP. Selain itu, penulis juga 

terjun langsung mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh 

pegawai divisi keuangan LPDP. Penulis melakukan observasi dari 

bulan Februari 2021 sampai bulan April 2021. Adapun data observasi 

dapat dilihat pada lampiran 1. 

b. Wawancara 

Penulis melakukan wawancara kepada pegawai divisi keuangan LPDP, 

yaitu Mba Tati Anggraeni selaku staf divisi keuangan yang menangani 

perpajakan. Daftar pertanyaan wawancara dapat dilihat pada lampiran 

2. 
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c. Dokumentasi 

Sebagai bahan pelengkap hasil observasi dan wawancara, penulis 

mencatat dan memperoleh salinan dokumentasi dalam bidang 

perpajakan untuk melengkapi data yang diperoleh. 

 
 

1.6 Metode Analisis Data 

 

Metode yang penulis lakukan dalam menganalisis data adalah metode 

deskriptif kualitatif berupa narasi, flowchart, dan diinterpretasikan sebagai bentuk 

penjelasan. Selanjutnya dilakukan perbandingan antara teori dengan informasi 

mengenai proses pemungutan PPN Masa hingga pelaporan PPN Masa di LPDP 

Divisi Keuangan. 

 
 

1.7 Sistematika Penulisan 

 

Sistematika penulisan yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran 

secara keseluruhan dalam penulisan tugas akhir menjadi 5 bab yang terdiri dari: 

 
Bab I: Pendahuluan 

 
Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 

penulisan, manfaat penulisan, metode pengumpulan data, metode analisis data dan 

sistematika penulisan. 

 
Bab II: Landasan Teori 

 
Dalam bab ini dikemukakan teori-teori yang berhubungan dengan 

pembahasan, yaitu mengenai pengertian pajak, fungsi pajak, asas-asas 

pemungutan pajak, pengelompokkan pajak, pengertian PPN, karakteristik PPN, 

objek PPN, subjek PPN, tarif PPN, DPP PPN, pemungut PPN, saat tempat tanggal 

penyetoran dan pelaporan PPN terutang, pajak keluaran dan pajak masukan, 

pengkreditan pajak masukan, faktur  pajak,  surat pemberitahuan (SPT), e-SPT 
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masa PPN 1107 PUT, surat setoran pajak (SSP) dan e-billing, serta tata cara 

pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN ole bendaharawan pemerintah. 

 
Bab III: Gambaran Umum Perusahaan 

 
Pada bab ini terdapat gambaran umum perusahaan mengenai Lembaga 

Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), diantaranya adalah sejarah LPDP, visi dan 

misi LPDP, struktur organisasi LPDP dan job description dari struktur organisasi 

LPDP. 

 
Bab IV: Pembahasan 

 
Bab ini menjelaskan pembahasan mengenai prosedur pemungutan PPN 

Masa hingga pelaporan PPN Masa oleh LPDP, kendala yang terjadi dalam proses 

pemungutan PPN Masa hingga pelaporan PPN Masa, serta solusi yang dilakukan 

LPDP dalam mengatasi kendala tersebut. 

 
Bab V: Penutup 

 
Pada bab ini penulis menyimpulkan hasil dari penelitian dan memberikan 

saran yang bersifat membangun. 



 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 
 

5.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan atas Prosedur Pemungutan, 

Penyetoran, dan Pelaporan PPN Masa pada LPDP dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

a. LPDP telah tertib dalam menerapkan proses pemungutan dan 

perhitungan PPN, perekaman dan   upload PPN pada aplikasi e-SPT 

PPN 1107 PUT, penyetoran PPN dengan menggunakan aplikasi CMS 

BRI atau BNI Direct serta pelaporan langsung ke Kantor Pelayanan 

Pajak (KPP) tempat LPDP terdaftar yaitu KPP Menteng Dua dengan 

tepat waktu. 

b. Dalam melakukan proses pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN 

Masa di LPDP terdapat beberapa kendala yaitu, terhambatnya proses 

pemungutan dikarenakan PKP Rekanan menyampaikan Faktur Pajak 

mendekati tenggat waktu pembayaran PPN, dan terdapat PKP Rekanan 

yang merasa takut jika pajaknya tidak dibayarkan atau telat dibayarkan 

oleh LPDP. 

c. Dalam menangani kendala yang terjadi, LPDP terus memberikan usaha 

yang maksimal dan membangun komunikasi yang baik dengan PKP 

Rekanan tersebut, salah satunya dengan membayarkan tagihan dan 

pajak tepat waktu, menyerahkan bukti pungut, dan dokumen-dokumen 

lain sebagai penunjang. 
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5.2 Saran 

 

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis untuk LPDP dalam proses 

pemungutan PPN, sebaiknya LPDP memberikan batas waktu penyampaian Faktur 

Pajak dari PKP Rekanan ke LPDP. Tujuannya adalah untuk menghindari 

keterlambatan dalam pembayaran PPN. 
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LAMPIRAN 

 

 

 
Lampiran 1 

Data Observasi Pada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) 
 

Kegiatan Observasi Keterangan 

Mengidentifikasi transaksi perpajakan √ 

Mengamati proses verifikasi tagihan − 

Mengamati proses verifikasi Surat Perintah 

Pembayaran 

− 

Mengamati pembuatan dokumen pendukung Surat 

Perintah Pembayaran 

− 

Mengamati proses persetujuan PPSPM dan 

Bendahara 

− 

Membuat file CSV √ 

Mengamati proses perekaman dan upload PPN 

Masa 

√ 

Mengamati proses penyetoran PPN Masa √ 

Mengamati proses pelaporan PPN Masa secara 

offline menyampaikan langsung ke KPP Menteng 

Dua 

√ 

Mengarsipkan bukti pungut beserta dokumen 

pendukung transaksi perpajakan secara manual dan 

digital 

√ 

 
Keterangan: 

( √ ) = Sudah diobservasi 

( − ) = Belum diobservasi 
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Lampiran 2 

Daftar Wawancara 

 
 

1. Bagaimanakah awal mula berdirinya Lembaga Pengelola Dana 

Pendidikan (LPDP)? 

2. Bagaimanakah struktur organisasi dari LPDP? 

3. Bagaimanakah struktur organisasi dari Divisi Keuangan dan 

Umum LPDP? 

4. Kegiatan apa saja yang dilakukan oleh bagian Pajak LPDP? 

5. Bagaimana proses pemungutan dan perhitungan PPN Masa di 

LPDP? 

6. Bagaimana proses perekaman dan upload PPN Masa di LPDP? 

7. Aplikasi apa yang digunakan dalam melakukan proses perekaman 

dan upload PPN Masa di LPDP? 

8. Bagaimana proses penyetoran PPN Masa di LPDP? 

9. Aplikasi apa yang digunakan dalam melakukan proses penyetoran 

PPN Masa di LPDP? 

10. Bagaimana proses pelaporan PPN Masa di LPDP? 
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Lampiran 3 

Faktur Pajak 

 

 
Sumber: Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, 2021 
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Lampiran 4 

Dokumen Tagihan 

 

 

Sumber: Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, 2021 
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Lampiran 5 

Kwitansi 

 

 

Sumber: Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, 2021 
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Lampiran 6 

Surat Perintah Pembayaran 
 

Sumber: Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, 2021 
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Lampiran 7 

Dokumen Pendukung Lainnya 

 
(Berita Acara Serah Terima) 

 

 

Sumber: Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, 2021 
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Dokumen Pendukung Lainnya 

(Berita Acara Pembayaran Penyelesaian Pekerjaan) 

 

Sumber: Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, 2021 
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Dokumen Pendukung Lainnya 

(Berita Acara Pembayaran) 

 

Sumber: Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, 2021 
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Dokumen Pendukung Lainnya 

(Daftar Nominatif) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, 2021 
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Lampiran 8 

Lembar SPT 

 
(SPT Induk) 

 

Sumber: Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, 2021 
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Lembar SPT 

(Form 1107 PUT 1) 

 

Sumber: Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, 2021 
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Lembar SPT 

(Form 1107 PUT 2) 

 

Sumber: Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, 2021 
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Lampiran 9 

Bukti Penerimaan Surat (BPS) 
 

 

Sumber: Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, 2021 
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Lampiran 10 

Faktur Pajak (terlambat) 

 

 

Sumber: Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, 2021 
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Sumber: Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, 2021 
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Sumber: Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, 2021 


